Undang-Undang Hak-Hak Atas Tanah yang Ideal
Tanggapan dan Masukan atas RUU Hak-Hak Atas Tanah
oleh
FX. Sumarja
Pelanggaran hukum dalam penguasaan hak atas tapet dihindari,
dengan cara pembaharuan hukum pertanahan yandjteisana oleh semua pihak
yang sejalan dengan asas-asas hukum pertanahanahagang berlaku. Hal
mana sejalan dengan isi Pasal 2 Ketetapan MPR Xd.ahun 2001 tentang
Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alang berbunyi:
Pembaharuan agraria mencakup suatu proses berkésingan berkenaan
dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan elaanfaatan sumber daya
agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya skiepa dan perlindungan
hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi selutgatandonesia.
Terdapat banyak masalah di dalam masyarakat yatenganembangun
yang harus diatur dengan hukum. Menurut Mochtarukeatmadja harus ada
pemilahan dalam pengaturan hukum untuk masyargaty netral dan yang tidak
netral. Secara garis besar dibagi dua golongan:yait
1) Masalah-masalah yang langsung mengenai kehidupbadpiseseorang dan
erat hubungannya dengan kehidupan budaya dan aprihasyarakat
digolongkan sebagai keadaan hukum yang tidak netral

2) Masalah-masalah yang bertalian dengan masyarakat kdeajuan pada
umumnya bersifat “netral” dilihat dari sudut kebydan®

Pada umumnya pembaharuan hukum dalam bidang yasgabenetral
demikian lebih mudah dilakukan, seperti: bidang umkperseroan, kontrak,
perikatan, lalu-lintas (darat, air dan udara). Saar@ itu untuk bidang hukum
yang tidak netral atau tergolong sensitif, seppeimguasaan tanah, diperlukan
kesabaran dan kecermatan. Tentu saja pembahardamhiiu tidak mudah
dilakukan begitu saja baik yang netral maupun yadak netral mengingat harus
ada keselarasan antara hukum, masyarakat dan manbrkum. Sebagaimana
dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukidak saja sekedar

sebagai alat, sehingga tidak mudah untuk melakupanubahan dalam

!Disampaikan pada acara FGD RUU Hak-Hak atas Tatigbandar Lampung kerjasama
FH Unila dengan DPD RI, tanggal 20 Maret 2012.

“Staf Pengajar Fakultas Hukum Unila, Mahasiswa Dwakitmu Hukum

3Mochtar KusumaatmadjaHukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional,
Binacipta, 1976, him. 14.
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pembangunan hukum, khususnya hukum tanah. Mengjagatpendapat Maria
SW Sumardjony bahwa bidang hukum pertanahan dengan semua ppuiasi
kepentingan yang harus ditegakkan berada dalansip@sig krusial dan rentan.
Artinya prinsip dan kepentingan hukum pertanatesman terhadap kemungkinan
dilakukan penafsiran sesuai dengan nilai dan kepgart dalam pembangunan
ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah yang begkubintuk itu diperlukan
asas hukum, kaidah hukum, lembaga hukum sampadigpases hukum untuk
melakukan suatu pembentukan hukum.

Menurut D.H.M Meuwissehdalam pembentukan hukum ada dua momen
sentral (unsur pokok) yang harus diperhatikan,uyamomen politik-idiil dan
momen teknikal. Momen politik berkaitan dengan hengartikulasikan atau
mengolah tujuan-tujuan politik (oleh politisi, peg negara, yuris, dan lain-lain).
Sedangkan momen teknikal berkaitan dengan teknikundang-undangan.
Perwujudan asas hukum dalam peraturan perundaragigad, dalam teori
pembentukan hukum oleh D.H.M Meuwissen disebut gab@omen idiil, yaitu
merealisasikan apa yang menurut asas-asas hukumhg@kium, cita hukum)
seharusnya direalisasikan. Momen politik harusteiaksikan dan dikaji, artinya
disaring dengan momen normatif dari pembentukanangaindang yang
mencakup: cita-hukum, Undang-Undang Dasar (ksslj nilai-nilai hukum,
asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan praratata hukum yang sudah
ada termasuk kaidah-kaidah Hukum Adat.

Penyaringan itu penting agar produknya tidakdmangan dengan
kaidah-kaidah hukum lainnya terutama yang kedudoya lebih tinggi, dan
tidak bertentangan dengan kesadaran hukum yalugp.h Dengan demikian
substansi undang-undang yang baru dibentuk ituatdapditerima dan
tertempatkan ke dalam keseluruhan sistem hukurg parlaku atau yang ada.
Momen normatif dalam pembentukan undang-undarayushmencerminkan
momen idiil yang mencakup: pandangan hidup, keyaki keagamaan, filsafat

hukum, kesadaran hukum, wawasan kebangsaan afegdraan yang hidup

* Nurhasan Ismail,Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan EkonatiiikP
Yogyakarta: Kerjsama HuMa dan Magister Hukum UGRBIQ?2, him. 14.

°B. Arief SidhartaMeuwissen Tentang Pengembanan Hukum, llmu Hukuoni, Fiekum,
dan Filsafat Hukum Bandung: Rafika Aditama, 2009. him. 10, 25; BiefArSidharta “Asas
Hukum, Kaidah Hukum, Sistem Hukum dan Penemuan hhikdalam Susi Dwi Harjanti (ed.),
Negara Hukum yang Berkeadilan, kumpulan pemikiralamd rangka purnabakti Prof. Dr. H.
Bagir Manan, S.H., M.ClLBandung: PSKN FH UNPAD, 2011. him 17-18.
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dalam masyarakat yang bersangkutan. Momerf idiiwarnai oleh kenyataan
alamiah dan kenyataan serta sejarah kemasyarakatampat. Demikian juga
mestinya dalam pembentukan hukum tanah nasional.

Van der Vlies mengemukakan beberapa asas pentiagn gembentukan
peraturan perundang-undangan, yaitu asas-asas|fdanaasas-asas material.
Asas-asas formal meliputi: asas tujuan yang jelsas organ/lembaga yang tepat;
asas urgensi pengaturan; asas kemungkinan pelaksadan asas konsensus.
Asas-asas material meliputi: asas peristilahan sistematika yang jelas; asas
mudah diketahui;asas kesamaan hukum; asas kepastian hukum; dan asas
penerapan hukum yang khusuBalam konteks Indonesia, A. Hamid S. Attamimi
menambahkan, bahwa dalam pembentukan peraturandaagtundangan selain
memperhatikan asas-asas yang dikembangkan parapahli memperhatikan
asas-asas yang terkandung dalam Pancasila (sebi#gahukum dan norma
fundamental negara), asas-asas bernegara berdasatka hukum, asas
pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, yatigakeya merupakan asas-asas
hukum umum bagi perundang-undan§an.

Asas-asas tersebut di atas umumnya telah dituanggam UU No. 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perunchalagrgan. Pada Pasal 5
ditegaskan bahwa asas pembentukan peraturan pgruddangan yang baik
meliputi: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejgenbentuk yang tepat,
kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatéapat dilaksanakan,
kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rundearketerbukaan. Pada Pasal
6 ditentukan asas yang berkaitan dengan materiamua¢raturan perandang-
undangan adalah: pengayoman, kemanusiaan, kebangdakeluargaan,
kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, nkesa kedudukan dalam

hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastiarkurhu dan/atau

®Momen politik sebagai landasan untuk memperolelebekakuan faktual, momen
normatif sebagai landasan bagi keberlakuan ywaidikau keberlakuan formal, dan momen idiil
sebagai landasan untuk keberlakuan filosoftkali undang-undang termasuk peraturan daerah.
B. Arief Sidharta, “Asas Hukum, Kaidah Hukum .I8id, him 17.

"I.C. van der Vlies, Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undahga
Handboek WetgevindPenerjemah Linus Doludjawa), Jakarta: Dirjen Reem Perundang-
Undangan DEPKUMHAM, 2005, him. 250, 284, 307-308at juga A. Hamid S. Attamimi,
Peranan Peraturan Presiden Republik Indonesia DaRenyelenggaraan Pemerintahan Negara
Disertasi, Jakarta: Fakultas Pascasarjana Unigerbidonesia, 1990, him. 330-331; Maria Farida
Indrati S.,Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Matéwiatan Yogyakarta: Kanisius,
2007, him. 253-254.

8A. Hamid S. Attamimibid., 333-335, 344; Maria Farida IndratilBid., him. 254-255.
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keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Berdasarkan panduan di atas akan dibahas Rancahgiang-Undang

Hak-Hak Atas Tanah, guna mendapatkan sebuah RUJiglaal.

1. RUU Hak atas tanah tidak konsisten dengan UUPAntranya subyek hak,
baik HGU, HGB dan HPakai, substansi pengaturan mMdik dengan UU,
sementara yang dengan Peraturan perundang-uandang.

2. Tidak ada konsistensi antara asas-asas dalam Naséademik dengan isi
norma dalam RUU. Misalnya terkait asas perlindunumata yang lemah/tanah
untuk petani. Dalam RUU ini tidak ada pasal yangniperikan perlindungan
bagi kaum petani/yang lemah. Meskipun Pasal 28 atangbahwa
diupayakan secara bertahap setiap keluarga petamiliki tanah 2 ha dan
setiap keluarga diupayakan tersedia 200m2 untudhtaon-pertanian, namun
dilain pihak tidak ada instrumen untuk itu. Hargsnditambahkan pasal
tentang lembaga perizinan peralihan hak atas ta®dinngga menghindarkan
orang dari kehilangan hak atas tanahnya/kekurahgesan tanahnya. Pada
awal berlakunya UUPA lembaga ini pernah ada, yajtt MA No. 14 Tahun
1961 tentang permintaan dan pemberian izin pemarddtak atas tanah; b)
Peraturan Direktur Jenderal Agraraia No. 4 Tahun6819tentang
Penyelenggaraan izin pemindahan hak atas tanaRemghendagri No SK
59/DDA/1970 tentang Penyederhanaan peraturan panizpemindahan hak
atas tanah. Namun lembaga perizinan semakin dipahedengan ketentuan
Ps. 98 (1), Ps 99 Permennag/kaBPN No 3 Tahun 1R287Ps 34 (7), (8) , Ps
54 (2), (9), (10) PP 40 Tahun 1996. Pada akhiraggbhga perizinan ini tidak
bisa berfungsi untuk mengupayakan penguasaan/gamilianah minimal
yang diperlukan oleh setiap keluarga. Selain leralj@gyizinan ada lembaga
lain yang ikut memperparah kondisi ini yaitu lemé&yasa mutlak. Larangan
penggunaan kuasa mutlak dalam peralihan hak atab taanya berlaku bagi
camat, dan tidak berlaku bagi Notaris. Laranganggenaan kuasa mutlak
diatur dalam Instruksi Mendagri No 14 Tahun 198@hkarena lembaga ini
ternyata menghambat upaya pemerintah untuk mengkpaysetiap keluarga
menguasai/memiliki tanah yang cukup, perlu ditinkgmbali. Maka melalui
RUU inilah bisa dimasukkan larangan penggunaan &uasitlak dalam

peralihan hak atas tanah.



3. Pembatasan penguasaan/pemilikan tanah untuk ba#amhterutama HGU
belum mendapat pengaturan dalam UU ini. Akan I&lilk jika luasan tanah
HGU diatur dalam UU ini, bukan dalam Peraturan MantHal ini
dikwatirkan akan terjadi kolusi antara pemerintahghn investor.

4. Terdapat asas-asas di dalam RUU yang belum tewekigllih lanjut dalam
pasal-pasal RUU bersangkutan, misalnya asas nétsnatau kebangsaan.
Hanya WNI yang bisa mempunyai hubungan yang keagan tanah (dalam
hal ini hak milik atas tanah). Dalam RUU ini belutampak adanya
pengaturan/instrumen supaya tanah tidak jatuh pealteag asing. Kenyataan
di lapangan banyak tanah yang dikuasai atau “dithibleh pihak asing.
Kenyataan ini dapat dikurangi atau kalau mungkirhindiari dengan
menggunakan instrumen lembaga perizinan, lembagesakunutlak, atau
lembaga sanksi (administrasi/pidana/perdata). Baipak-pihak (aparat
pemerintah, notaris/PPAT, masyarakat) yang tertiladdm proses penguasaan
tanah oleh orang asing yang dilarang, harus dilenaanksi. Misalnya di
negara Thailand bagi warga negara yang menjuahtgmaapada pihak asing
dikenakan pidana denda. Untuk pembelian tanah gamgnya berasal dari
pihak asing dikenakan pajak yang sangat tinggi.

5. Instrumen pajak sebagai sarana mengatur penguasermpemilikan tanah
juga belum digunakan, padahal di negara lain mysaMalaysia instrumen
pajak progresif sebagai pengendali penguasaaah téela pihak asing.

6. Perpanjangan dan pembaharuan HGU, HGB, HP dan HKalka suntuk
bangunan, dapat diberikan sekaligus dimuka dengambmari uang masukan
ke kas negara yang diatur dalam RUU ini jelas be&ategan prinsip keadilan
bagi generasi yang akan datafjgstice for the future generatiol) juga
bertentangan dengan putusan MK No 21-22/PUU-V/200%ka ada baiknya
jika hal itu dihilangkan.

7. Pengakuan masyarakat adat dan tanah ulayat ditetaggngan UU adalah
sangat baik untuk memberikan perlindungan padaRgasoalannya apakah

pemerintah sungguh-sungguh untuk melakukan hal Sebab selama ini

® Maria S.W. SumardjoncAlternatif Kebijakan Pengaturan Hak Atas Tanah Bese
Bangunan bagi Warga Negara Asing dan Badan HukuimgA3akarta: Buku Kompas, 2007. him.
60.

10 Kristian Skagen Ekeli*‘Green Constitutionalism: the Constitutional Protem of
Future Generation,'Ratio Juris, Vol.20. No. 3 September 2007, him..378
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Pemerintah Daerah yang diberi kewenangan untuk tayekemn ada tidaknya
hak ulayat melalui Permennag/KBPN No 5 tahun 1988ak pernah
dilakukan, dan hanya beberapa daerah saja yangdierb

8. Mengingat keberadaan masyarakat adat dan hak uthigibpkan dengan
undang-undang, maka apabila tanah ulayat akanikBlpedengan hak-hak
atas tanah kepada warganya tidak harus dilepaskdn masyarakat adat
kemudian menjadi tanah negara dan baru diberikagatehak-hak atas tanah
yang diatur dalam UU ini. Akan lebih baik jika peksituan masyarakat adat
diberikan kewenangan untuk untuk memberikan langsdengan hak-hak
atas tanah kepada warganya.

9. Jenis-jenis hak atas tanah, dalam perkembanganayes liantisipasi dari
sekarang, misalnya Hak Atas Ruang Bawah Tanah, Hidn Atas Ruang
Udara. Selama ini dua macam hak itu sudah ada d&d&tanya, namun
belum mendapat pengaturan. Akan lebih baik jikaukedhacam hak itu
diakomodir dalam UU ini.

10.Hak Pakai, tidak harus dibedakan antara Hak pakakupemerintah dan hak
pakai bukan untuk Pemerintah. Pembedaan justrurakammbulkan polemik,
karena selama ini sudah banyak keluhan tentangakagg jenis hak atas
tanah di Indonesia, sekarang justru muncul hakipakak pemerintah. Lebih
baik cukup dengan satu nama Hak Pakai, pembedaantakpak dalam surat
ketetapan pemberian haknya.

11.Hak Pengelolaan sangat baik diatur di dalam UUHiainya saja hak apa saja
yang dapat diberikan di atas hak pengelolaan hditegaskan dalam pasal
tertentu atau disisipkan dalam pasal tertentu. Ka@adlalam RUU baru HGB
dan HP, sementara hak milik belum masuk didalamHiyasena selama ini
HM dapat diberikan di atas Hak Pengelolaan.

12.Sanksi, sebagai instrumen pengendali penguasaafhkaemtanah kurang
diberdayakan.

Untuk lebih jelas dapat diperhatikan tabel berikngenai tanggapan dan usulan

atas RUU hak-hak atas tanah ini.



Tabel. RUU hak-hak atas tanah, usulan perbaikam]ebal reasoning

No RUU Usul Alasan
1. Pasal 1 Tambahkan konsep orang asing, yaitu Wdrgtal ini sejalan dengan Sila kedua Pancasila,
Negara Asing yang berkedudukan |dyaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Indonesia. Dalam prinsip ini bangsa Indonesia jupga
memberikan kesempatan kepada orang asing
untuk dapat akses terhadap tanah di wilayah| RI.
Pemberian hak akses itu didasarkan kepada
kepentingan bangsa Indonesia bukan atas dasar
kepentingan orang asing
2. Pemegang hak atas tanah Pemegang hak atas tanah WNI bisa perorangan bisa beberapa orang
Pasal 6 Pasal 6 (kepemilikan bersama)
Yang dapat menjadi pemegang hak atas tanah  Yang dapat menjadi pemegang hak atas
adalah: tanah adalah: Huruf c. Badan hukum Indonesia, Harnus
a. Perorangan warga negara Indonesia a. Warga Negara Indonesia; dipertegas.
b. Orang asing yang berkedudukan di Indongsia Badan hukum yang didirikan menurut
c. Badan hukum Indonesia hukum Indonesia dan berkedudukan di| Bagaimana dengan badan/organisasi
d. Badan hukum asing yang mempunyai Indonesia,; internasional yang ada perwakilannya |di
perwakilan di Indonesia c. Departemen, Lembaga Pemerintah Non Indonesia
e. Perwakilan negara asing Departemen, dan Pemerintah Daerah;
d. Badan-badan keagamaan dan sosial;
e. Orang asing yang berkedudukan di
Indonesia;
f.  Badan hukum asing yang mempunyai
perwakilan di Indonesia;
g. Perwakilan negara asing dan perwakilan
badan Internasional.
3. Bagian Ketiga Bagian Ketiga Perlu adanya penyederhanaan hak-hak [atas
Jenisjenis hak atastanah Jenisjenishak atastanah tanah, bukan lagi menambah macam hak ptas
Pasal 7 Pasal 7 tanah yang baru, kalau mau ditambah, justru hak
(1) Hak atas tanah terdiri atas: Jenis-jenis hak atas tanah untuk perorangatas ruang bawah tanah dan hak atas riang
a. hak atas tanah untuk perorangan dalan badan hukum terdiri atas: udara, yang selama ini belum ada aturannya,
badan hukum; a. hak milik; sementara telah ada dalam praktik dilapangan.
b. hak atas tanah untuk pemerintah. b. hak guna usaha; Misalnya rencana pembangunan jalur rel kefeta
(2) Jenis-jenis hak atas tanah untuk perorangan hak guna bangunan; api bawah tanah, dan pertokoan yang ada di|atas




dan badan hukum terdiri atas:

a. hak milik;

b. hak guna usaha;

c. hak guna bangunan;

d. hak pakai;

e. hak sewa untuk bangunan;
(3) Jenis hak atas tanah untuk pemerin

terdiri atas:

a. hak pakai pemerintah

b. hak pengelolaan

hak pakai;

hak sewa untuk bangunan;
Hak Pengelolaan;

Hak Atas Ruang Bawah Tanah
Hak Atas Ruang udara

s@~oa

tah

jalan depan hotel
Semarang.

Horison Simpang Lin

Pasal 10
Negara mengakui dan melindungi hak ulayat

Pasal 10

Negara mengakui dan melindungi hak ulaya

Bagimana cara mengakuinya, apakah cu
aitdengan Perda Propinsi seperti yang mak

Kup
sud

dan hak-hak serupanya. dan hak-hak serupanya, yang ditetapkan | dalam Permennag/KBPN No 5 tahun 1999, gtau
dengan undang-Undang dengan UU supaya konsisten dengan Pasal 12?
Pasal 12 Pasal 12 Supaya Konsisten dengan Pasal 11, maka
Penentuan mengenai pengakuan masyarakat Penentuan mengenai pengakuan masyarakapengakuan hak ulayat sebaiknya dengan UU
hukum adat ditetapkan dengan Undang-undanfgukum adat ditetapkan dengan Undang-
Undang
Pasal 12 Kalau penentuan ada tidaknya hak ulayat cukup
Penentuan mengenai pengakuan masyarakatlengan Peraturan Daerah Propinsi, apakah tigdak
hukum adat ditetapkan dengan peraturan | demikian mengenai penentuan/pengakuan ada
perundang-undangan tidaknya masyarakat hukum adat
Bagian Ketiga Bagian Ketiga
Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Pengakuan dan Perlindungan terhadap
Ulayat Hak Ulayat
Pasal 14 Pasal 14
Di dalam lingkungan tanah ulayat terdapat: (1) Didalam lingkungan tanah ulayat
a. tanah individual; terdapat: Terkait aturan Pasal 18 Ayat (1), maka Pasal 14
b. tanah kolektif; a. tanah individual, perlu ditambah satu ayat.
c. tanah komunal. b. tanah kolekiif;
c. tanah komunal.

(2) Bagian-bagian tanah hak ulayat dap|

diberikan kepada perorangan atau bersan

na-




sama dengan Hak milik, HGU, HGB, HPak
dan Hak Sewa untuk Bangunan”

ai

Pasal 17
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapg
menetapkan tanah-tanah ulayat sebagai
kawasan strategis sebagaimana diatur dg
peraturan perundang-undangan mengend
penataan ruang.
Tanah-tanah ulayat yang telah ditetapkan
sebagai kawasan strategis harus tercantu
dalam peta tata ruang wilayah.

&)

t

Al

Pasal 17
idem
idem

1
2)

&) Tanah-tanah ulayat sebagaimana padal

ayat (2) untuk peralihannya harus
mendapat izin dari pejabat berwenang.

m

Penambahan ayat (3) penting untuk
mengantisipasi jangan sampai, dikemudian ha
pemerintah maupun pemerintah daerah kesul
mendapatkan tanah ulayat itu untuk kepenting
negara yang lebih luas.

Ari
tan
an

Pasal 18 Pasal 18 Ayat (1), jika demikian maka berarti di atas hak
(1) Hak atas tanah individual dan kolektif dar{ (1) Idem ulayat dapat diberikan dengan Hak milik, HGU,
warga masyarakat hukum adat, apabila | (2) idem HGB, HPakai dan Hak Sewa untuk Bangunan,
dikehendaki oleh pemegang haknya, dapat3) Ildem mengapa ini tidak dijelaskan pada jenis-jenis hak
didaftar sebagai hak-hak atas tanah menuirut pada pasal 14?. Sehingga Pasal 14 ditambah|satu
ketentuan Undang-undang ini dan peratufan ayat, “Bagian-bagian tanah hak ulayat dapat
pelaksanaannya. diberikan kepada orang perorang atau kepada
(2) Pendaftaran hak sebagaimana dimaksud beberapa orang bersama-sama dengan Hak
pada ayat (1) dilakukan dengan terlebih milik, HGU, HGB, HPakai dan Hak Sewa untuk
dahulu mendapat persetujuan dari Bangunan”
persekutuan hukum adatnya.
(3) Pendaftaran hak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak menyebabkan gugurnya
kewajiban menurut hukum adat dari
pemegang hak atas tanahnya.
Pasal 19 Pasal 19 Pasal 19 Ayat 4 dan 5 terjadi kontradiksi. Kalau
hak ulayat sudah dilepaskan pada Negara, tidak
(1) Dalam hal instansi pemerintah, badan (1) Dalam hal instansi pemerintah, badan | mungkin dikembalikan lagi kepada masyarakat
hukum dan perorangan yang bukan warga hukum dan perorangan yang bukan wardaukum adat. Oleh karenanya hak ulayat tigak
masyarakat hukum adat memerlukan tanah  masyarakat hukum adat memerlukan | perlu dilepaskan kepada Negara, kalaupun
ulayat dari masyarakat hukum adat tertentu  tanah ulayat dari masyarakat hukum adadilepaskan ya harus dengan Undang-undang
maka terhadap tanah ulayat itu dapat tertentu maka terhadap tanah ulayat itu| tidak cukup oleh masyarakat hukum adat. Maka
dilepaskanoleh masyarakat hukum adat it{ dapatdiberikan dengan hak-hak atas ayat (1) dan (2) kata “dilepaskan” diganti dengan




dengan persetujuan warganya dan sesua|
dengan ketentuan dan tata cara hukum a
yang berlaku.

Persetujuan warga masyarakat hukum a
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h
dilakukan oleh pihak yang memerluk
tanah dengan tanpa paksaan dan dis
dengan pemberian informasi awal ya
memadai mengenai akibat-akibat huku
sosial dan lingkungan yang
ditimbulkan dari pelepasan hak ulayat itu.
idem

Hak ulayat yang telah dilepaskan menj
tanah negara yang di atasnya da
diberikan hak atas tanah sesuai den
ketentuan dalam Undang-undang ini.
Dalam hal hak atas tanah sebagaim
disebutkan pada ayat (4) habis mg

&)

(3
(4)

®)

akan

yang yang diatur dalan uu imleh
masyarakat hukum adat itu dengan
persetujuan warganya dan sesuai deng
ketentuan dan tata cara hukum adat ya
berlaku.

Persetujuan warga masyarakat hukum
adat sebagaimana dimaksud pada ayat]
harus dilakukan oleh pihak yang
memerlukan tanah dengan tanpa paksd
dan disertai dengan pemberian informa
awal yang memadai mengenai akibat-
akibat hukum, sosial dan lingkungan yal
akan ditimbulkan dampemberianhak
ulayat itu.

Idem

dihapus

Dalam hal hak atas tanah sebagaim
disebutkan pada ayafl) habis masg

dat

adat
Arus
aIi2)
ertai
ng
m,

adi

pat
0&3)
4)
a(t)

aSa

diatur dalan uu inl, dan ayat (4) dihapus.

an

ngral ini terkait juga dengan ketentuan Pasal
ayat (2) bahwa terjadinya hak milik menu
hukum adat ditentukan oleh pemimpin a
(4¢tempat menurut hukum adat yang berlaku.

an
Si

ng

ana
A

“diberikan dengan hak-hak atas yang yang

21
ut
dat

berlakunya maka tanah tersebut kembali berlakunya maka tanah tersebut kembali
menjadi tanah ulayat. menjadi tanah ulayat.
10 Paragraf 2 Paragraf 2 Terkait ayat 2, memang betul bahwa konversi
Terjadinya hak milik Terjadinya hak milik hak lama ke hak-hak menurt UUPA waktunya
Pasal 21 Pasal 21 sudah habis pada tgl 24 Sept 1980, namun
(1) Hak milik dapat diberikan: (1) Hak milik dapat diberikan: bagaimana dengan hak-hak lama itu yang
a. menurut hukum adat; a. menurut hukum adat; sampai hari ini belum didaftar?
b. karena penetapan pemerintah; b. karena penetapan pemerintah;
c. karena undang-undang. c. karena undang-undang. Bagimana juga dengan tanah adat yang saat ini
(2) Terjadinya hak milik menurut hukum adat (2) Terjadinya hak milik menurut hukum | sudah tidak ada lagi persekutuan masyarakat
ditentukan oleh pemimpin adat setempat adat ditentukan oleh pemimpin adat | adatnya?
menurut hukum adat yang berlaku. setempat menurut hukum adat yang
(3) Terjadinya hak milik karena penetapan berlaku. Hal ini perlu dipikirkan untuk merumuskdgn

pemerintah diberikan berdasarkan
keputusan pemberian hak oleh pemerint
menurut syarat-syarat yang ditentukan o
pemerintah.

Terjadinya hak milik karena penetapan
pemerintah diberikan berdasarkan
keputusan pemberian hak oleh
pemerintah menurut syarat-syarat yan

©)
ah

eh

(4) Terjadinya hak milik karena undang-

ditentukan oleh pemerintah.

kembali pasal 21 ini

J
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undang akibat dari adanya peristiwa

hukum dan perbuatan hukum tertentu ya

menurut undang-undang dapat

menimbulkan hak milik berupa:

a. pewarisan;

b. kedaluarsa;

c. jual beli;

d. hibah;

e. tukar menukar; dan

f. peristiwva atau perbuatan hukum |3
yang dapat menimbulkan hak milik.

(4) Terjadinya hak milik karena undang-

ng

1in

undang akibat dari adanya peristiwa
hukum dan perbuatan hukum tertentu
yang menurut undang-undang dapat
menimbulkan hak milik berupa:

a. pewarisan;

b. kedaluarsa;

c. jual beli;

d. hibah;

e. tukar menukar; dan

f. peristiwa atau perbuatan hukum Ila|

yang dapat menimbulkan hak mili

11

Pasal 23
Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada
pihak lain.

Pasal 23

(1) Hak milik dapat beralih dan dialihkan

kepada pihak lain.

(2) Jual-beli, penukaran, penghibahan,

Hak untuk mengalihkan hak Milik atas tangh
harus ada pengaturan dan pembatasan, |oleh
karenannya ketentuan pasal 26 UUPA perlu
diadopsi.

pemberian dengan wasiat, pemberian
menurut adat dan perbuatan-perbuatan
lain yang. dimaksudkan untuk
memindahkan hak milik serta
pengawasannya diatur dengan Peraturg
Pemerintah.

(3) setiap jual-beli, penukaran, penghibahg

pemberian dengan wasiat dan perbuatd
perbuatan lain yang dimaksudkan untuk
langsung atau tidak langsung
memindahkan hak milik kepada orang
asing, kepada seorang warga-negara y
disamping kewarganegaraan
Indonesianya mempunyai kewarga-
negaraan asing atau kepada suatu bad
hukum kecuali yang ditetapkan oleh
Pemerintah termaksud dalam pasal 20
huruf b, adalah batal karena hukum da
tanahnya jatuh kepada Negara, dengan
ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain yg

Kalau peralihan hak milik atas tanah tidak dig
dan dibatasi, kemungkinan besar tanah hak n
bisa jatuh pada orang asing, meskipun
aililarang. Dalam kenyataan banyak tanah
milik yang “dimilik orang asing” denga
r{Jerbagai modus, bisa dengan seS8tagoman,dl|

n_

ang

Aan

>

g

tur
nilik

itu
hak
N
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membebaninya tetap berlangsung sertd
semua pembayaran yang telah diterimg
oleh pemilik tidak dapat dituntut kembal

Paragraf 4
Hak dan kewajiban pemegang hak milik
Pasal 25

Pemegang hak milik berhak atas tanah yang
dimilikinya untuk:
a. Menguasai tanah
b. Menggunakan dan memanfaatkan tanah
c. Melakukan perbuatan terhadap tanah K
yang menimbulkan peralihan hak maup
tidak
Mewariskan kepada keturunannya

Paragraf 4
Hak dan kewajiban pemegang hak milik
Pasal 25
Pemegang hak milik berhak atas tanah yan
dimilikinya untuk:
a. Menguasai tanah
b. Menggunakan dan memanfaatkan tanal
aik Melakukan perbuatan terhadap tanah b,
un yang menimbulkan peralihan hak maup
tidak, yang akan diatur lebih lanjut
dengan peraturan perundang-undangar

menimbulkan peralihan hak maupun tidak, hg
gdiatur lebih lanjut agar tanah hak milik tida
jatuh pada pihak-pihak yang dilarang ol
undang-undang.

h
alWaris itu hak atau kewajiban. Dalam hukd
uwaris dikenal dengan ahli waris, dimana

1waris itu berhak atas warisan,
kewajiban dari
kepada ahli waris.
Dengan demikian mewariskan sesuatu ad
kewajiban bagi pewaris bukan hak.

Melakukan perbuatan terhadap tanah baik yang

rus
nk
eh

m
ia

berhak atas warisan dari pewaris. Kalau ahli
berarti ada
pewaris untuk mewariskan

alah

12 Pasal 26 Pasal 26 Pasal 26 huruf c, seyogyanya ditambahkan
Pemegang hak milik berkewajiban untuk: Pemegang hak milik berkewajiban untuk: | kewajiban untuk memasang tanda batas, sellama
a. Memelihara kesuburan dan mencegah a. Memelihara kesuburan dan mencegah | ini anggapan masyarakat untuk memasang tanda
kerusakan tanah kerusakan tanah batas tanah adalah bukan kewajibannya tetapi
b. Menggunakan sendiri tanah pertanian b. Menggunakan sendiri tanah pertanian | kewajiban dari BPN pada saat pengukuran untuk
c. Menjaga tanda batas tanah c. Memasang damenjaga tanda batas tangkertifikasi,
d. Menghormati pemegang hak atas tanah | d. Menghormati pemegang hak atas tanah Selain itu dijelaskan adanya kewajiban
yang berbatasan dengan tanah miliknya. yang berbatasan dengan tanah miliknya.membayar pajak.
e. Mewariskan kepada keturunannya Mengajukan/meminta izin kepada pejabat
f. Membayar Pajak berwenang jika mau mengalihkan pada pihak
g. Mengajukan izin kepada pejabat lain.
berwenang jika mau mengalihkan Hak
milik atas tanahnya pada pihak lain.
13 Pasal 28 Pasal 28 Pasal ini tidak cukup demikian tanpa diikuti
(1) Pemerintah harus menyediakan tandht) Pemerintah harus menyediakan tanatengan instrument lain. Sebab selama |ini
pertanian sekurang-kurangnya 2 hektar pertanian sekurang-kurangnya 2 hektamstrument yang ada justru dikebiri, sehingga
untuk dimiliki oleh setiap kepala keluarga  untuk dimiliki oleh setiap kepala keluargéanyak keluarga-keluarga petani yang justru
petani secara bertahap. petani secara bertahap. kehilangan/ kekurangan Iluasan hak gtas
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(2) Pemerintah harus mengupayak

tersedianya tanah non pertanian sekurang-

kurangnya 200 meter persegi kepada se
keluarga secara bertahap.
(3) Hak milik untuk badan hukum koperasi t3

Pemerintah harus mengupayak

a(2)
tiap

ng3)

kurangnya 200 meter persegi
setiap keluarga secara bertahap.
Hak milik untuk badan hukum kopera

tersedianya tanah non pertanian sekurarigmbaga perizinan peralihan hak atas tanah.
kepadaelain

atanahnya. Instrumen yang dimaksud add

perizinan, lembaga kuasa mut
merupakan lembaga hokum yang justru men

lah

ak
adi

spenghalang upaya pemerintah menyediakan

dan nelayan batas minimum 5 hektar, dan tani dan nelayan batas minimum 5 hektatanah yang cukup bagi warganya. Dengan kuasa

maksimum 25 hektar. dan maksimum 25 hektar. mutlak pemegang hak atas tanah mugdah
melepaskan hak atas tanahnya, demikian juga
pihak lain dengan mudahnya mendapatkan |hak
atas tanah itu. Padahal mungkin saja peralihan
itu dilakukan dengan cara yang tidak sehat.

14 Pasal 30 Pasal 30 Hruf a, kata sambung “dan” harus dihapus
Yang dapat menjadi pemegang hak guna usahsang dapat menjadi pemegang hak guna | karena akan bermakna komulatif dengan kalimat
adalah: usaha adalah: berikutnya, padahal antara WNI dan badan
a. warga Negara Indonesia; dan a. warga Negara Indonesia; hukum itu berdiri sendiri-sendir.

b. badan hukum yang didirikan menurub. badan hukum yang didirikan menunuHuruf b, harus dipertegas hukum mana, karena
hukum dan berkedudukan di Indonesia. hukum Indonesiadan berkedudukan diakan menimbulkan multi tafsir.
Indonesia.

15 Pasal 31 Pasal 31 Pasal ini perlu ada ayat (3), yang mengatur

(1) Pemegang hak guna usaha yang tidak lagi(1) Idem tentang pengawasan terhadap HGU yang subyek
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud (2) Idem haknya tidak memenuhi syarat, termasuk
dalam Pasal 30, dalam jangka waktu saty (3) Pemerintah dan pemerintah daerah pengawasan terhadap pemanfaatan/penggunaan
tahun wajib melepaskan atau mengalihkan melakukan pengawasan terhadap HGU tanahnya apakah sesuai dengan surat keputusan
hak guna usaha itu kepada pihak lain yang  yang diberikan. pemberian haknya atau tidak.
memenuhi syarat.

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hak guna usaha itu
tidak dilepaskan atau dialihkan, hak guna
usaha tersebut hapus karena hukum dan
tanahnya menjadi tanah negara.

16 Pasal 32 Pasal 32 Ayat (1), untuk tanah hak, harus tegas, kargena

(1) Hak guna usaha dapat berasal dari: (1) Hak guna usaha dapat berasal dari: yang bisa dijadikan induk dari hak-hak atas
a. Tanah negara. a. Tanah negara. tanah yang lain hanya hak milik, tetapi kalau
b. Tanah ulayat. b. Tanah ulayat. tanah itu harus dilepaskan bisa saja selain HM,
c. Tanah hak. c. Tanah halmilik dan hak pakai atas | juga hak Pakai, karena HM dan HPakai biasanya

(2) ldem tanah. berupa tanah pertanian dan nonpertanjan,

(3) Dalam hal tanah yang akan diberikan (2) Idem sementara HGB dan Hak Sewa untuk bangunan
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dengan hak guna usaha itu berasal dari | (3) Dalam hal tanah yang akan diberikan | tanahnya adalah nonpertanian, sehingga t{dak
tanah ulayat masyarakat hukum adat maka  dengan hak guna usaha itu berasal dar| lazim untuk HGU. Hal ini juga dalam rangka
pemberian hak guna usaha dapat dilakukan tanah ulayat masyarakat hukum adat | melindungi hak-hak atas tanah wanga
setelah tanah yang bersangkutan dilepaskan maka pemberian hak guna usaha dapat masyarakat dari eksploitasi. Kalau HGU dibgri
berdasarkan kesepakatan oleh masyarakat  dilakukan dengangemberian hak” peluang untuk mengambil tanah-tanah HGB dan
hukum adat. berdasarkan kesepakatan oleh masyarakke@k Sewa untuk bangunan, kemungkinan bgsar
(4) Dalam hal tanah yang akan diberikan hukum adat. akan meinimbulkan konflik. Mau dikemanakan
dengan hak guna usaha itu berasal dari | (4) Dalam hal tanah yang akan diberikan | rakyat/warga kita, apa harus pindah ke plganet
tanah hak maka pemberian hak guna usaha dengan hak guna usaha itu berasal darj lain.
dapat dilakukan setelah tanah yang tanah hak milik maka pemberian hak
bersangkutan dilepaskan oleh pemegang guna usahdapat dilakukan dengan carg Ayat (3) Guna melindungi hak ulayat sudgh
haknya sesuai dengan tata cara yang diaijur pembebanan HGU di atas HM, atau jikavaktunya, memberi kepercayaan kepada
dalam peraturan perundang-undangan yang harus pelepasan hak bisa berasal dari | masyarakat hukum adat untuk mengdtur
berlaku HM dan HPakaisetelah tanah yang peruntukan, penggunaan dan pemanfaatan
(5) Idem bersangkutan dilepaskan oleh pemegangtanah tanah yang ada di wilayahnya, mpaka
(6) Idem haknya sesuai dengan tata cara yang | untuk keperluan HGU, tanah ulayat tidak harus
diatur dalam peraturan perundang- dilepaskan, cukupiberikan hakuntuk HGU,
undangan yang berlaku. toh kalau jangka waktunya habis tanah akan
(5) Idem kembali pada masyarakat adat sebagai tanah
(6) Idem ulayat seperti yang atur dalam pasal 19 ayat (5).
Ayat (4), guna memberikan rasa keadilan akan
akses pada tanah, maka pemegang HM latas
tanah tidak harus melepaskan haknya, sehingga
tidak harus kehilangan hak untuk bisa
memberikan akses tanah kepada pihak Ilain.
Kalau ini diiukti, artinya pemerintah sudah ada
upaya untuk melindungi tanah-tanah rakyat
minim luasannya.

17 Pasal 33 Pasal 33 Ayat (3) akan lebih menjamin kepastian hukiim
(1) Idem. (1) Idem. dan menghindarkan konspirasi antara
(2) Idem. (2) Idem. pemerintah dengan investor/pemodal besar, lebih
(3) Luas maksimum tanah yang dapat diberikgB) Luas maksimum tanah yang dapdiaik jika luasan maksimum untuk badan hukum

dengan hak guna usaha kepada bgdan diberikan dengan hak guna usaha kepadaegaskan dalam UU ini, meskipun isinya
hukum ditetapkan oleh Menteri dengan badan hukum ditetapkahSeuai Pasal 4 mengambil dari Pasal 4 Permennag/KBPN |RI
memperhatikan pertimbangan dari pejapat Permennag/KBPN Ri No 2 Tahun 19P8lo 2 Tahun 1999 tentang lIzin Lokasi.

yang berwenang dibidang usaha yang tentang lzin Lokasi)disesuikan dengan
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bersangkutan, dengan mengingat luas yang bidang usahanya
diperlukan untuk pelaksanaan suatu satuan

usaha yang paling berdayaguna di bidang
yang bersangkutan.
18 Terjadinya hak guna usaha Terjadinya hak guna usaha Konsisten dengan Ketentuan Pasal 32 di atas,
Pasal 34 Pasal 34 mestinya, dibuka kemungkinan terjadinya HGU
(1) Hak Guna Usaha diberikan dengpfl) Hak Guna Usaha diberikan dengadengan perjanjian pembebanan hak yang
keputusan pemberian hak oleh Menteri atau keputusan pemberian hak oleh Mentedilakukan di hadapan PPAT. Maka Pasal |34
pejabat yang ditunjuk. atau pejabat yang ditunjuk. menjadi empat ayat.
(2) Ketentuan mengenai tata cara dan syp(@) Hak Guna Usaha dapat diberikan di atas
permohonan pemberian Hak Guna Usaha hak milik, hak pakai dan hak ulayat.
diatur lebih lanjut dengan Peratura3) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat
Pemerintah. permohonan pemberian Hak Guna Usaha
diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
(4) Pemberian HGU di atas HM, HPakai dan
Hak Ulayat dilakukan dengan perjanjign
pemebanan hak dengan dibuatkan akta
tanah oleh PPAT
19 Pasal 37 Pasal 37 Pasal ini perlu ditambah ayat (4) supaya
(1) Idem. (1) Idem. konsisten dengan Pasal 32 dan 34 di atas.
(2) Idem. (2) Idem.
(3) ldem. (3) Idem.
(4) Dalam hal hak guna usaha sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
berasal dari hak milik dan Hak Pakai
maka perpanjangan dan pembaruan
haknya harus berdasarkan persetujuan
dari pemegang haknya
20 1) Untuk K Iz.asal 39 dhal Dihapus saja Pasal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip
@ pgrrlw{nintaaﬁpggrlggr?jgng;r?n;r;%mperrr?boarﬁgr?rmawk Pasal 58 (HGB), Pasal 80 (HPakqi))emparugn .agraria di dalam TAP MPR 1X/2001,
Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud terkait prinsip:
pada Pasal 38 dapat dilakukan sekaligus a) keadilan dalam penguasaan, pemilikan,
dengan membayar uang pemasukan yang penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan
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@)

3

ditentukan untuk itu pada saat pertama

ali

mengajukan permohonan Hak Guna Usaha.
Dalam hal uang pemasukan telah dibayar

sekaligus sebagaimana dimaksud da
ayat (1), untuk perpanjangan at|
pembaruan Hak Guna Usahanya dikenal
biaya administrasi yang besarnya ditetap
oleh Menteri setelah mendapat persetuj
dari Menteri Keuangan.

Persetujuan untuk dapat memberik
perpanjangan atau pembaharuan Hak G
Usaha sebagaimana dimaksud dalam P
38 dan perincian uang pemasuk
sebagaimana dimaksud dalam ayat

am
au

kan
kan
uan

an
una
asal
an

(@)

dicantumkan dalam keputusan pembetian

Hak Guna Usaha yang bersangkutan.

b)

sumber daya agraria dan sumber daya alam;
keberlanjutan yang dapat memberi manfaat
yang optimal, baik untuk generasi sekarang
maupun generasi mendatang, dengan tetap

lingkungan;

keadilan bagi generasi yang akan datguastice
for the future generation)dan Putusan MK Ng
21-22/PUU-V/2007.

21

@

Pasal 41

Pemegang hak guna usaha berkewajiban
untuk:

Idem;

Idem;

Idem;

Idem;

Idem;

Idem;

S@~ooooTp

menyerahkan kembali tanah vyal
diberikan dengan Hak Guna Usal
kepada Negara setelah Hak Gy
Usaha tersebut hapus;

i. menyerahkan sertipikat Hak Gu
Usaha yang telah hapus kepada Kef
Kantor Pertanahan.

ng
ha
na

el o W oW oM o )

na  j.
ala k.

(1) Pemegang hak guna usaha berkewajib
untuk:

. ldem;

. ldem;

. ldem;
. ldem;

. Idem;
. dihapus;

Pasal 41

Idem;

Memasang daidem;

menyerahkan sertipikat Hak Gu
Usaha yang telah hapus kepada Kef
Kantor Pertanahan.

Membayar Pajak

Mengajukan izin kepada pejab
berwenang jika mau mengalihka
HGU pada pihak lain.

asal 41 ayat (1) huruf f,
memasang dan...

Pasal 41 ayat (1) huruf h, har
dipertimbangkan. Ketentuan ini dikawatirk
menjadi modus bagi pemegang HGU yang su
hapus, tidak mau menyerahkan tanahn
Selama tanah belum diserahkan, tanah 4
diklaim masih ada dalam penguasaannya. Ha
justru akan menyulitkan pihak pemerintah dal
melakukan fungsi untuk mengatur pengguna
nPemanfaatan tanah. Pasal inilah yang ditung
alanggu para pemegang hak atas tanah, mesk
haknya sudah hapus karena belum diseral
kepada negara ia masih merasa memiliki

12
=]

otomatis menjadi tanah negara tanpa

memperhatikan daya tampung dan duking

Pasal ini juga bertetentangan dengan prinsip

ditambah kata

us
an
dah
ya.
kan
| ini
am
1an,
gu-
ipun
kan
ak

akeperdataan karena belum terjadi penyerghan
wrbarang. Padahal dalam hal ini begitu HGU hapus

da

perbuatan hukum lagi. Sehingga kenetuan| ini
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un

tidak relevan.

123 perlu ditambah Pasal 41 ayat (1) huruf f

tuk huruf i, harusnya ada sanksi, maka Pasal
fdan

22

Hapusnya hak guna usaha

Ditambahkan ketentuan:

uu

Pasal 45 Penambahan ketentugn i_ni agar konsisten dengan
Jika hak guna usaha berasal dari tanah hléﬁ(tentuan tentang terjadinya HGU Pasal 34
Idem (HM/HPakai), jika sudah hapus karenajangk'g"
waktunya berakhir, ataupun diserahkan sec¢ara
sukarela oleh pemegang HGU, maka tapah
kembali kepada pemegang hak milik/HPakai
23 Pasal 46 Pasal 46

@

@)

®)

4

Apabila Hak Guna Usaha hapus dan tidgR)

diperpanjang atau diperbarui, bekas diperpanjang atau diperbarui, bek
pemegang hak wajib membongkar pemegang hak wajib membongk
bangunan-bangunan dan benda-benda yang bangunan-bangunan dan benda-ben

ada di atasnya dan menyerahkan tanah
tanaman yang ada di atas tanah bekas

dan
Hak

Guna Usaha tersebut kepada Negara dalam

batas waktu yang ditetapkan oleh Menterq.

Apabila bangunan tanaman dan ben
benda sebagaimana dimaksud dalam

da-
nya)

(1) masih diperlukan untuk melangsungka(8)

atau memulihkan pengusahaan tanah
maka kepada bekas pemegang

nya,
hak

diberikan kompensasi yang bentuk dan

jumlahnya diatur lebih
Peraturan Pemerintah.

lanjut

dengan(4)

Pembongkaran bangunan dan benda-benda

sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1)

dilaksanakan atas biaya bekas pemegang

Hak Guna Usaha.

Dalam hal bekas pemegang Hak GuU
Usaha lalai dalam memenuhi kewajib
sebagaimana dimaksud dalam ayat

maka bangunan dan benda-benda yang

na
an
3),

ada

Apabila Hak Guna Usaha hapus dan tid

yang ada di atasnya dan menyerahk
tanah dan tanaman yang ada di atas ta
bekas Hak Guna Usaha tersebut kepa
Negara dalam batas waktu vya
ditetapkan oleh Menteri.

dihapus

Pembongkaran bangunan dan ben
benda sebagaimana dimaksud dalam

(1) dilaksanakan atas
pemegang Hak Guna Usaha.
Dalam hal bekas pemegang Hak Guna

Usaha lalai dalam memenuhi kewajiban

sebagaimana dimaksud dalam ayat (3),

maka bangunan dan benda-benda yang
ada di atas tanah bekas Hak Guna Ugaha
itu dibongkar oleh Pemerintah atas biaya

bekas pemegang hak

ows)

=]

e
sel

R

biaya bekas:

ftar harga bangunan dan benda-bends
asnya
emerintah,

HGUnya. Ini jelas menimbulkan ketidakadilan.

melanggengkan HGU.

asal ini sama dengan isi Pasal 18 PP 40 tahun
96. Khusus ayat (2) akan menjadi bumerang
agi pemerintah. Pasal ini akan menjadi ajang
olusi

antara pemerintah dengan pemegang
U. Tatkala pemegang HGU menyodorkan
di
yang harus dikompensasi dleh
ternyata nilainya amat besar.
merintah akhirnya tidak bisa berbuat banyak
ain  memperpanjang atau memperbaharui

akah ini yang namanya mensejahterakan
yat. Atau pasal ini dipasang justru untuk
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di atas tanah bekas Hak Guna Usaha
dibongkar oleh Pemerintah atas biaya be
pemegang hak.

itu
kas

24 Pemegang hak guna bangunan Pasal 47 Harusnya konsisten dengan dengan pemegang
Pasal 47 Yang dapat menjadi pemegang hak guna hak Gu)rlwa Usaha dalam Pasal 30 UU ini, befarti
Yang dapat menjadi pemegang hak guna bangunan adalah: : ’
bangunan adalah : a. warga Negara Indonesia; konsisten dengan Pasal 36 UUPA
g g g ;
a. warga negara Indonesia; dan b. badan hukum yang didirikan menunut
b. badan hukum privat yang didirikan menurut  hukum Indonesiadan berkedudukan di
hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
Indonesia.
25 Pasal 48 Pasal 48
(1) Pemegang Hak Guna Bangunan yang tidék) Pemegang Hak Guna Bangunan ya gyat (1), maksudnya Pasal 47, bukan Pasal 46.
lagi memenuhi syarat sebagaimgna tidak lagi memenuhi syarat sebagaimarRasal ini perlu ada ayat (3), yang mengatur
dimaksud dalam Pasal 46 dalam jangka dimaksud dalam Pas&@7 dalam jangka tentang pengawasan terhadap HGB yang subyek
waktu satu tahun wajib melepaskan afau waktu satu tahun wajib melepaskan atawaknya tidak memenuhi syarat, termasuk
mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada mengalihkan hak atas tanah tersebptngawasan terhadap pemanfaatan/penggunaan
pihak lain yang memenuhi syarat. kepada pihak lain yang memenuhi syaratanahnya apakah sesuai dengan surat keputusan
(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimgn@) Apabila dalam jangka waktu sebagaimgangemberian haknya.
dimaksud dalam ayat (1) haknya tidak dimaksud dalam ayat (1) haknya tidak
dilepaskan atau dialihkan, hak tersebut dilepaskan atau dialihkan, hak tersebut
hapus karena hukum. hapus karena hukum.
(3) Pemerintah, pemerintah daergh
termasuk, dan masyarakat (pemegang
hak atas tanah yang dibebani dengan
HGB) melakukan pengawasan terhadap
HGB yang diberikan.
26 Jenlshakpguna bangunan Jenishak guna bangunan Pasal 49 huruf b, akan lebih jelas, pasti dan tidak
asal 49 Pasal 49 ; . ; . R
A ] e . menimbulkan multi tafsir akan lebih baik jika
Hak guna bangunan terdiri atas: Hak guna bangunan terdiri atas: | dal kalimat “hak b
a. hak guna bangunan atas tanah negara | a. hak guna bangunan atas tanah negara angsung calam kaima R ax guna banguman
b. hak guna bangunan atas tanah milik b. hak guna bangunatas tanah hak milik atas tanah hak . .m'“k . Karena _memang
konsepnya hak milik atas tanah itu terkuat
terpenuh dan turun temurun. Salah satu sifatfciri
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hak milik atas tanah adalah dapat dijadik

an

induk dari hak-hak atas tanah lainnya. Lihat juga
rumusan pasal 71 UU ini menurut saya sugah

tas

nya,

tepat.
27 Tanah yang dapatbdiberikan dengan hak Tanah yang dapatbdiberikan dengan hak Redaksi ayat (2) akan menimbulkan multitafsr,
gung agglgggan gunlazl) agglgggan akan lebih lugas dan jelas jika kata-kata “g
(1) Hak Guna Bangunan atas tanah negara | (1) Hak Guna Bangunan atas tanah negara tanah milik d|gr_:1nt| dengan "atas tanah hag’.
dapat berasal dari: dapat berasal dari: Karena yang diacu adalah ayat sebelum
a. Tanah negara; a. Tanah negara; bukan pasal sebelumnya.
b. Tanah ulayat; b. Tanah ulayat;
c. Tanah hak. c. Tanah hak.
(2) Tanah yang dapat diberikan dengan hak | (2) Tanah yang dapat diberikan dengan hak
guna bangunan atas tanah milik adalah guna bangunaatas tanah hakdalah
tanah hak milik. tanah hak milik.
28 Pasal 51 Pasal 51 Ayat (2) Guna melindungi hak ulayat sudgah

1)
@)

(3
(4)

©)

Idem.

(1)

Dalam hal tanah yang akan diberika(R)

dengan hak guna bangunan atas ta

nah

negara berasal dari tanah ulayat masyarakat
hukum adat sebagaimana dimaksud Pasal

50 ayat (1) huruf b maka pemberian h

ak

guna bangunan dapat dilakukan setelah
tanah yang bersangkutan dilepaskan
berdasarkan kesepakatan oleh masyarpkat
hukum adat. 3)
Idem.. 4)
Dalam hal di atas tanah yang akan diberikan
dengan hak guna bangunan atas tanah

negara itu terdapat tanaman dan/g
bangunan  milik pihak lain
keberadaannya berdasarkan atas hak

yang

tau

ang

sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut
diberi ganti kerugian yang dibebankan pada

pemegang hak guna bangunan.
Idem.

©)

Idem.

Dalam hal tanah yang akan diberik
dengan hak guna bangunan atas tag
negara berasal dari tanah ula
masyarakat hukum adat sebagaim
dimaksud Pasal 50 ayat (1) huruf b md
pemberian hak guna bangunan da

diberikan hak oleh masyarakat hukumpada masyarakat adat sebagai

adat berdasarkan kesepakatan.
Idem..

Dalam hal di atas tanah yang ak
diberikan dengan hak guna bangunan
tanah negara itu terdapat tanan
dan/atau bangunan milik pihak lain ya
keberadaannya berdasarkdas hak yang
sah, pemilik bangunan dan tanam
tersebut diberi ganti
dibebankan pada pemegang hak g
bangunan.

amasyarakat

anatuk keperluan HGB, tanah ulayat tidak hal
lkdilepaskan, cukudiberikan hakuntuk HGB, toh

kerugian yang

memberi  kepercayaan
hukum adat untuk mengd
penggunaan dan

waktunya,

nperuntukan,

kepada

tur

pemanfaatan

attanah tanah yang ada di wilayahnya, maka

pkélau jangka waktunya habis tanah akan kem
tanah ul
seperti yang atur dalam pasal 19 ayat (5).

an

atas
an

9
an

na

rus

bali
ayat

Idem.
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29 Pasal 58 Idem dengan Pasal 39 Dasar pertimbangan idem juga dengan pasal 39
Idem Maka Pasal 58 dihapus saja
30 Pasal 59 Pasal 59 Pasal ini harus dipertegas, bahwa jangka waktu
(1) Hak guna bangunan atas tanah hak milik| (1) Hak guna bangunan atas tanah hak millkGB diberikan atas dasar kesepakatan, dan| ada
diberikan untuk jangka waktu paling lama sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat |(batasan maksimum 30 tahun, meskipun
tiga puluh tahun. atas kesepakatan antara pemegang h&kemudian atas dasar kesepakatan lagi HGB
(2) Atas kesepakatan antara pemegang hak guna bangunan dengan pemegang halapat diperpanjang dan dapat diperbaharui
guna bangunan dengan pemegang hak milik diberikan untuk jangka waktu paling
milik, hak guna bangunan atas tanah hak lama tiga puluh tahun, .
milik dapat diperbarui dengan pemberian| (2) Atas kesepakatan, hak guna bangupan
hak guna bangunan baru dengan akta yang atas tanah hak milik dapat diperbafui
dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah dan dengan pemberian hak guna banguhan
hak tersebut wajib didaftarkan. baru dengan akta yang dibuat oleh pejgbat
pembuat akta tanah dan hak tersebut
wajib didaftarkan.
31 Pasal 61 Pasal 61 Pasal 61 ayat (1) huruf d, ditambah kata

Pemegang hak guna bangunan berkewajiban|:(1) Pemegang hak guna bangunan memasang dan...

a. membayar uang pemasukan yang jumlah berkewajiban untuk: Pasal 61 ayat (1) huruf e, harus
dan cara pembayarannya ditetapkan dalam a. Idem; dipertimbangkan. Ketentuan ini dikawatirkan
keputusan pemberian haknya, atau dalam  b. Idem; menjadi modus bagi pemegang HGB yang sudah
perjanjian pemberian hak guna banguan c. ldem; hapus, dan tidak mau menyerahkan tanahpya.
atas tanah hak milik d. Memasang dammenjaga tanda batasSelama tanah belum diserahkan, tanah gkan

b. menggunakan tanah sesuai dengan tanah; diklaim masih ada dalam penguasaannya. Hal ini
peruntukannya dan persyaratan e. dihapus; justru akan menyulitkan pihak pemerintah dalam
sebagaimana ditetapkan dalam keputusan f. menyerahkan sertipikat Hak Gunanelakukan fungsi untuk mengatur penggungan,
dan perjanjian pemberiannya; Bangunan yang telah hapus kepadsemanfaatan tanah. Ataupun mempergulit

c. memelihara dengan baik tanah dan Kepala Kantor Pertanahan. pemegang hak milik tanah. Pasal inilah akan
bangunan yang ada di atasnya serta g. Membayar Pajak menjadi alasan, meskipun haknya sudah hapus
menjaga kelestarian lingkungan hidup; h. Mengajukan izin kepada pejabakarena belum diserahkan kepada negara @atau

d. menjaga tanda batas tanah berwenang jika mau mengalihkarkepada pemilik tanah, ia masih merasa memijliki

e. menyerahkan kembali tanah yang HGB pada pihak lain bagi HBG dihak keperdataan karena belum terjadi
diberikan dengan hak guna bangunan atas tanah negara.. penyerahan barang. Padahal dalam hal ini begitu
kepada negara, pemegang hak pengelolaan HGB hapus otomatis menjadi tanah negara tgnpa
atau pemegang hak milik sesudah hak guna ada perbuatan hukum lagi atau tanah kempbali
bangunan itu hapus; pada pemiliknya. Sehingga kenetuan ini tidak

f.  menyerahkan sertipikat hak guna bangunan relevan.
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yang telah hapus kepada kepala kantor
pertanahan.

Untuk huruf f, harusnya ada sanksi, maka P
123 perlu ditambah Pasal 61 ayat (1) huruf d
f.

asal
dan

abat

32 Peralihan dan pembebanan hak guna Peralihan dan pembebanan hak guna
bangunan bangunan
Pasal 63 Pasal 63
(1) Idem:;. (1) Idem
(2) Idem; (2) Idem
(3) Idem; (3) Idem Untuk mengantisipasi beralihnya tanah HGB
(4) Peralihan hak guna bangungan karena |jud) Peralihan hak guna bangungan karek@pada pihak-pihak yang dilarang oleh undang-
beli kecuali jual beli melalui lelang, tukar jual beli kecuali jual beli melalui lelang,undang, serta menghindari eksploitasi terhadap
menukar, penyertaan dalam modal, dan tukar menukar, penyertaan dalam moddiak-hak atas tanah warga negara indongsia,
hibah harus dilakukan dengan akta yang dan hibah harus dilakukan dengan aktaaka peralihan HGB, kecuali lelang eksekusi
dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah. yang dibuat oleh pejabat pembuat aki@an warisan harus mendapatkan izin daripej
(5) Idem; tanah, dan harus mendapatkan izinberwenang dan dilarang menggunakan kuasa
(6) ldem; pejabat berwenang, serta dilarangmutlak.
(7) ldem: menggunakan kuasa mutlak.
(8) Idem; (5) Idem
(6) Idem
(7) Idem
(8) Idem
33 Pasal 64 Pasal 64
(1) Hak guna bangunan dapat dijadikafl) Hak guna bangunan dapat dijadikan
jaminan utang dengan dibebani hak jaminan utang dengan dibebani hak

@)

tanggungan yang diatur dengan undang-

undang.

Hak tanggungan sebagaimana dimaksy#)

dalam ayat (1) hapus dengan hapusnya
guna bangunan.

hak

®3)

4)

tanggungan yang diatur dengan undal
undang.

Pembebanan Hak tanggungan pada H
yang berasal dari tanah Hak Pengelola
harus mendapat izin dari pemegang h
pengelolaan;

Pembebanan Hak tanggungan pada H
yang berasal dari tanah ulayat hary
mendapat izin dari tetua masyarak
adat;

Pembebanan Hak tanggungan pada H

ng-

Pasal ini harus dipertegas bahwa un
SBembebani HGB dengan hak tanggungan, h
aiperhatikan atau harus mendapat izin (

Maka Pasal ini ditambah dengan tiga ayat.
5B

S

at

5B
S

yang berasal dari tanah Hak Milik haru

tuk
arus
ari

aemegang hak atas tanah sebagai dasar HGBnya.
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mendapat izin dari pemegang hak mi
atas tanah;

lik

(5) Hak tanggungan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) hapus dengan hapushya
hak guna bangunan.
34 Hapusnya hak guna bangunan Hapusnya hak guna bangunan
Pasal 65 Pasal 65
(1) Hak Guna Bangunan hapus karena: (1) Hak Guna Bangunan hapus karena: Kata dan untuk menghubungkan pemegang |hak
a. ldem. a. ldem.; guna bangunan dan pemegang hak milik tidak
b. dibatalkan oleh pejabat yang b. dibatalkan oleh pejabat yangepat seolah-olah mereka tidak hubungan. Maka
berwenang atau pemegang hak mijlik berwenang atau pemegang hak mjlikata “dan” diganti kata “dengan”. Ayat-ayat
sebelum jangka waktunya berakhir sebelum jangka waktunya berakhiyang lainidem.
karena: karena:
1) Idem; atau 1) Idem; atau
2) tidak dipenuhinya syarat-syarat 2) tidak dipenuhinya syarat-syarat gtau
atau kewajiban-kewajiban yang kewajiban-kewajiban yang tertuang
tertuang dalam perjanjian dalam perjanjian pemberian hak
pemberian hak guna bangungn guna bangunan antara pemegang hak
antara pemegang hak gupa guna bangunandengan pemegang
bangunan dan pemegang hak hak milik; atau
milik; atau
35 Pasal 66 Pasal 66
(1) Hapusnya Hak Guna Bangunan atas tanél) Hapusnya Hak Guna Bangunan atas tanah
Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal Negara sebagaimana dimaksud dalawang dimaksudkan oleh Pasal 66 ayat (1) fan
64 mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Pasal 65 nengakibatkan tanahnya(2), barangkali Pasal 65 bukan Pasal 64. Pasal
Negara. menjadi tanah Negara. 64 tidak ada hubungan dengan Pasal 66.
(2) Idem (2) Idem.
(3) Hapusnya Hak Guna Bangunan atas tanéd) Hapusnya Hak Guna Bangunan atas tanah
Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Hak Milik sebagaimana dimaksud dalgm
Pasal 64 mengakibatkan tanahnya kempali Pasal 65 rmengakibatkan tanahnya
dalam penguasaan pemegang Hak Milik. kembali dalam penguasaan pemegang
Hak Milik
36 Pasal 67 Pasal 67
(1) Dalam hal hak guna bangunan atas tanél) Dalam hal hak guna bangunan atas tanah

negara hapus dan tidak diperpanjang 4
tidak diperbarui, maka bekas pemegang

ttau
hak

negara hapus dan tidak diperpanjang 4

itau

tidak diperbarui, maka bekas pemega

ing
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guna bangunan wajib membongk
bangunan dan benda-benda yang add
atasnya dan menyerahkan tanahnya kef
negara dalam keadaan kosong selam
lambatnya dalam waktu satu tahun se
hapusnya hak guna bangunan.

Dalam hal bangunan dan benda-be
sebagaimana dimaksud dalam ayat
masih diperlukan, maka kepada bel
pemegang hak diberikan kompensasi y:
bentuk dan jumlahnya diatur lebih lanj
dengan peraturan pemerintah.
Pembongkaran bangunan dan benda-be
sebagaimana dimaksud dalam ayat
dilaksanakan atas biaya bekas pemed
Hak Guna Bangunan.

Dalam hal bekas pemegang Hak GuU
Bangunan lalai dalam memenuhi kewajib
sebagaimana dimaksud dalam ayat
maka bangunan dan benda-benda yang
di atas tanah bekas hak guna bangunar
dibongkar oleh pemerintah atas biaya be
pemegang hak guna bangunan.

&)

®)

4

ar
1 di
ada
bat-
jak

hak guna bangunan wajib membong
bangunan dan benda-benda yang ad
atasnya dan menyerahkan tanah
kepada negara dalam keadaan kos
selambat-lambatnya dalam waktu s
tahun sejak hapusnya hak guna bangu
dihapus

Pembongkaran bangunan dan ben
benda sebagaimana dimaksud dalam
(1) dilaksanakan atas biaya bekK
pemegang Hak Guna Bangunan.
Dalam hal bekas pemegang Hak GU
Bangunan lalai dalam memenu
kewajiban sebagaimana dimaksud dal
ayat (1), maka bangunan dan ben
benda yang ada di atas tanah bekas
guna bangunan itu dibongkar ol
pemerintah atas biaya bekas pemeg
hak guna bangunan.

nda)
(B)
as
ANg
ut
4)
nda

(1)

ang

na
an
1),
ada
itu
kas

drasal ini komentarnya sama dengan komn
ayding ada pada Pasal 45 tentang hapusnya H
nBahwa ayat tentang biaya kompensasi ditiadd
ong

atu

nan.

da-
ayat
as

na
hi
am
da-
hak
2h
ang

etar
GU.
kan

37

Pasal 68

Dalam hal hak guna bangunan atas tanah ng
dalam lingkungan hak pengelolaan atau
guna bangunan atas hak milik hap
sebagaimana dimaksud Pasal 65, maka b
pemegang hak guna bangunan wa
menyerahkan tanahnya kepada pemegang
pengelolaan atau pemegang hak milik ¢
memenuhi ketentuan yang sudah disepd
dalam perjanjian penggunaan tanah
pengelolaan atau perjanjian pemberian hak ¢
bangunan atas tanah hak milik.

Pasal 68
gdmam hal hak guna bangunan atas ta

wstau hak guna bangunan atas hak milik hg
ekabagaimana dimaksud Pasal 65, maka b
jjilemegang  hak guna bangunan wa
maé&nyerahkan tanahnya kepada pemegang
lgrengelolaan atau pemegang hak milik ¢
ketemenuhi ketentuan yang sudah disepd
halalam perjanjian penggunaan tanah
upengelolaan atau perjanjian pemberian
guna bangunan atas tanah hak milik.

Nanti dalam penjelasan perlu ada ketegd
npkngertian “penyerahan”. Jangan sampai dern

halegara dalam lingkungan hak pengeloladata-kata itu justru HGB yang sudah hapus ti

Ipbisa kembali kepada negara atau kep
ekasnegang hak milik. Penyerahan di sini tid
jitioleh dalam arti formal, misalnya dengan su
lakkti penyerahan tanah. Penyerahan cu
latengan pengembalian sertifikat HGB ke Kan
k&rtanahan untuk dicatat. Atau kalau sertifi
haidak dikembalikan ke kantor
halsalkan HGB  tidak  diperpanjang/tid
diperbaharui atau HGB hapus langsung dica

san
gan
Hak
ada
ak
rat
kup
tor
kat

pertanahan,

nk
cat

dalam buku tanah tanpa menunggu sertifikat
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HGB. Oleh karena itu penting juga lembaga
pengawas/kontrol untuk hal-hal demikian masuk

dalam UU ini.
38 Pemegang hak pakai Pemegang hak pakai
Pasal 69 Pasal 69 Mengapa harus diatur terpisah dan dengan nama
Yang dapat mempunyai hak pakai adalah: Yang dapat mempunyai Hak Pakai adalah: | tersendiri mengenai hak pakai. Bukankah sjfat
a. Warga Negara Indonesia; a. Warga Negara Indonesia; dan jenis hak pakai bisa dicantumkan dalam
b. Badan h_ukum yang didirikan menurut hu_kL ™. Badan hukum yang didirikan menurut surat kepu_tusan pemberian haknya, seperti yang
Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; hukum Indonesia dan berkedudukan di| S€l@ma ini sudah berlaku. Oleh karena |itu
c. Badan-badan keagamaan dan sosial, Indonesia: sebenarnya tidak begitu urgen unfuk
. membedakan antara hak pakai dengan hak pakai
C. Departemen, Lembaga Pemerintah Non P intah. Apalagi dimasukan iuga  istilah
Departemen, dan Pemerintah Daerah; | |, emerintan. - Apaiagi dil " Jug
) Pemerintah negara asing”. Bukankah sudah
d. Badan-badan keagamaan dan sosial; cukup tercakup pemegang hak pakai itu seperti
€. Orang asing yang berkedudukan di yang diatur dalam Pasal 39 PP 40/1996. Itu saja
Indonesia; kita adopsi ke UU ini.
f. Badan hukum asing yang mempunyai
perwakilan di Indonesia;
g. Perwakilan negara asing dan perwakilan
badan Internasional.
39 Pasal 70 Pasal 70 Ayat (2) sangat penting, ini yang membedakan
(1) Pemegang hak pakai yang tidak ladil) Pemegang hak pakai yang tidak lagiengan HGU dan HGB, dengan demikian secara
memenuhi syarat sebagaimana dimak}ud memenuhi syarat sebagaimana dimakstebretis, mengingat jumlah tanah terbatas dan
dalam Pasal 69 dalam waktu satu tafun dalam Pasal 69 dalam waktu satu tahuiharapkan sebanyak-banyaknya warga negara
wajib melepaskan atau mengalihkan hak|itu wajib melepaskan atau mengalihkan hdkdonesia mempunyai akses terhadap tapah.
pada pihak lain yang memenuhi syarat. itu pada pihak lain yang memenuhMaka di atas tanah Hak Pakai bisa diberikan
(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana syarat. dengan hak-hak yang lain dan tidak hanya hak
dimaksud dalam ayat (1) haknya tidak2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimamailik atas tanah, misalnya di atas HPakai hisa
dilepaskan atau dialihkan, hak tersebut dimaksud dalam ayat (1) haknya tidaKiberikan Hak sewa untuk Bangunan dengan
hapus karena hukum dengan ketentuan hak- dilepaskan atau dialihkan, hak tersebyerjanjian. Tentu jangka waktunya tidak boleh
hak pihak lain yang terkait di atas tangh hapus karena hukum dengan ketentu#bih dari HPakai iti sendiri
tersebut tetap diperhatikan. hak-hak pihak lain yang terkait di atas
tanah tersebut tetap diperhatikan.
40 Tanah yang dapat diberikan dengan hak Tanah yang dapat diberikan dengan hak | Redaksi ayat (2) akan menimbulkan multitafsir,

pakai

Pasal 72

pakai
Pasal 72

akan lebih lugas dan jelas jika kata-kata “g

tanah milik” diganti dengan “atas tanah ha|
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&)

Hak pakai atas tanah negara dapat berasp(1l) Hak pakai atas tanah negara dapat ber

dari:

a. tanah negara;

b. tanah ulayat;

c. tanah hak.

Tanah yang dapat diberikan dengan
pakai atas tanah milik adalah tanah |

dari:

a. tanah negara;
b. tanah ulayat;
c. tanah hak.
ngR) Tanah yang dapat diberikan dengan |

agédrena yang diacu adalah ayat sebelum

ak pakai atas tanah hakadalah tanah hak

bukan pasal sebelumnya.

nak

milik. milik.

41 Pasal 73 Pasal 73 Ayat (2) Guna melindungi hak ulayat sudgah
(1) Idem. (1) Idem. waktunya, memberi kepercayaan kepada
(2) Dalam hal tanah yang akan diberikaf2) Dalam hal tanah yang akan diberikpmasyarakat hukum adat untuk mengatur

dengan hak pakai atas tanah negara berasal dengan hak pakai atas tanah nedaparuntukan, penggunaan dan pemanfaatan
dari tanah ulayat masyarakat hukum adat berasal dari tanah ulayat masyarakatanah tanah yang ada di wilayahnya, maka
sebagaimana dimaksud Pasal 72 ayat| (1) hukum adat sebagaimana dimaksud Pasaituk keperluan HPakai, tanah ulayat tidak harus
huruf b maka pemberian hak pakai dapat 72 ayat (1) huruf b maka pemberian hadtilepaskan, cukupliberikan hakuntuk HPakai,
dilakukan setelah tanah yang bersangkutan pakai dapat diberikan hak oleh toh kalau jangka waktunya habis tanah akan
dilepaskan berdasarkan kesepakatan oleh masyarakat hukum adat berdasarkakembali pada masyarakat adat sebagai tanah
masyarakat hukum adat. kesepakatan. ulayat seperti yang atur dalam pasal 19 ayat (5).
(3) Idem. (3) Idem.
(4) Dalam hal di atas tanah yang akan diberikdd) Dalam hal di atas tanah yang akan
dengan hak pakai atas tanah negara| itu diberikan dengan hak pakai atas tamah
terdapat tanaman dan/atau bangunan milik negara itu terdapat tanaman dan/gtau
pihak lain yang keberadaannya berdasarkan bangunan milik pihak lain yang
atas hak yang sah, pemilik bangunan gdan keberadaannya berdasarkaas hak yang
tanaman tersebut diberi kompensasi yang sah, pemilik bangunan dan tanaman
dibebankan pada pemegang hak pakai tersebut  diberi kompensasi  yang
(5) Idem. dibebankan pada pemegang hak pakai,
(5) Idem.

42 1) Untuk  k P_asal 80 dal Dihapus saja Pasal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip

@ ntu. epentlnga.n penanam - MOORAl, 1o quk Pasal 39 (HGU) dan Pasal 58 pembaruan agraria di dalam TAP MPR 1X/2001,
permintaan perpanjangan dan pembaruan terkait prinsio:
hak pakai dapat dilakukan sekaligus dengan (HGB), P P:
membayar uang pemasukan yang a) keadilan dalam penguasaan, pemilikan,
ditentukan untuk itu pada saat pertama kali penggunaan, pemanfaatan, dan
mengajukan permohonan hak pakai. pemeliharaan sumber daya agraria ¢an
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(2) Dalam hal uang pemasukan telah diba]
sekaligus sebagaimana dimaksud dal
ayat (1) untuk perpanjangan at
pembaruan hak pakai hanya dikenal
biaya administrasi yang besarnya ditetap
oleh Menteri setelah mendapat persetu;j
dari Menteri Keuangan.
Persetujuan untuk
perpanjangan atau pembaruan hak pakai
perincian uang pemasukan sebagaim
dimaksud dalam ayat (2) dicantumk
dalam keputusan pemberian hak pakai.

®)

memberikan

yar
am
au

an
kan
an

dan
ana
an

sumber daya alam;

keberlanjutan yang dapat memberi manf
yang optimal, baik untuk generasi sekarg
maupun generasi mendatang, dengan t

b)

lingkungan;
Pasal ini juga bertetentangan dengan pri
keadilan bagi generasi yang akan datguastice
for the future generation)dan Putusan MK Ng
21-22/PUU-V/2007.
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Pasal 83 Pasal 83

Pemegang hak pakai berkewajiban: (1) Pemegang hak pakai berkewajiban unt
a. Ildem; a. ldem;
b. Idem; b. Idem;
c. ldem; c. lIdem;
d. menjaga tanda batas tanah; d. Memasang damenjaga tanda batd
e. menyerahkan kembali tanah yanpg tanah;

diberikan dengan hak pakai kepada negara, e. dihapus;

pemegang hak pengelolaan atau pemegang f. ldem;

hak milik sesudah hak pakai tersebut g. Membayar Pajak

hapus;
f.  ldem.

Pasal 83 ayat (1) huruf d, ditambah k
ukmemasang dan...

Pasal 83 ayat (1) huruf e, har
dipertimbangkan. Ketentuan ini dikawatirk
menjadi modus bagi pemegang HPakai vy
issudah hapus, dan tidak mau menyerah
tanahnya. Selama tanah belum diserahkan, t
akan diklaim masih ada dalam penguasaan
Hal ini justru akan menyulitkan piha
pemerintah dalam melakukan fungsi menga
penggunaan, pemanfaatan tanah. Atau
mempersulit pemegang hak milik tanah. P3
inilah akan menjadi alasan, meskipun hak
sudah hapus karena belum diserahkan ke

merasa memiliki hak keperdataan karena be
terjadi penyerahan barang. Padahal dalam h4
begitu HPakai hapus otomatis menjadi taf
negara tanpa ada perbuatan hukum lagi
tanah kembali pada pemiliknya. Sehing
kenetuan ini tidak relevan.

Penyerahan tersebut cukup dengan penyer
sertifikat ke Kantor Pertanahan (huruf f). Unt
itu harusnya ada sanksi, maka Pasal 123 ¢

memperhatikan daya tampung dan duk:l:ng

aat
ing
etap

sip

ata

us
an
ang
kan
anah
nya.
k
atur
pun
1sal
nya
pada

negara atau kepada pemilik tanah, ia masih

lum
Al ini
nah

atau

ga

ahan
uk
erlu

ditambah Pasal 83 ayat (1) huruf d dan f.
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Pasal 85
(7) Peralihan hak pakai karena jual beli kecl

jual beli melalui lelang, tukar menukar,

penyertaan dalam modal, dan hibah h3
dilakukan dengan akta yang dibuat o
pejabat pembuat akta tanah.

Pasal 85
alv) Peralihan hak pakai karena jual b
kecuali jual beli melalui lelang, tukd
menukar, penyertaan dalam modal, ¢
hibah harus dilakukan dengan akta yd

rus
eh

dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah.

Dalam pelaksanaannya

irpembebanan  hak dengan hak lain,

rtgak berhak.

harus ada
elbengawasan/kontrol agar peralihan hak ataypun
tidak
lanenyebabkan tanah jatuh kepada pihak yang

45

Pasal 89

Idem.

Dalam hal bangunan dan benda-be
sebagaimana dimaksud dalam ayat
masih diperlukan, kepada bekas pemeg
hak diberikan kompensasi.

(3) ldem.

(4) Idem.

1)
&)

Pasal 89
Idem.
Dihapus
Idem.
Idem.

(1)
nda)
(B
Aty

Dasar pertimbangan sama dengan keten
pasal 67 (HGB) di atas.

tuan
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Pasal 90

Dalam hal hak pakai atas tanah negara \jaBglam hal hak pakai atas tanah negara Y|

berada di lingkungan hak pengelolaan atau

tanah hak milik hapus sebagaimana dimaksaths tanah hak milik hapus sebagaim
Pasal 86, maka bekas pemegang hak pakai wajitmaksud Pasal 86, maka bekas pemedg

menyerahkan tanahnya kepada pemegang

pengelolaan atau pemegang hak milik ddepada pemegang hak pengelolaan
ketentuan yang sudah disepakpgémegang hak milik dan memenuhi ketent

memenuhi
dalam perjanjian penggunaan tanah
pengelolaan atau perjanjian pemberian hak p
atas tanah hak milik.

Pasal 90

aterada di lingkungan hak pengelolaan a

etk pakai wajib menyerahkan tanahn

halang sudah disepakati dalam perjanj
ak@nggunaan tanah hak pengelolaan
perjanjian pemberian hak pakai atas tanah
milik.

atdibongkar bangunanannya, pemerintah bern

atau

Kewajiban penyerahan, perlu dipertegas ba
aitg dilakukan tidak harus formal dengan su
taenyerahan. Sebab kalau satu tahun tidak
apanyerahan karena perlunya pembongkad
dogngunan yang ada, dan ternyata waktu
yeahun setelah hapusnya HPakai belum j

lanembongkarnya dengan biaya yang dibeban
depada mantan pemegang hak Pakai.

hak

nwa
rat
ada
ran
satu
uga
hak
kan

a7

Bagian Keima
Hak Sewa untuk Bangunan
Paragraf 1
Pokok-pokok
Pasal 91

(1) Yang berhak menyewakan tanah hany@) Seseorang atau suatu badan huk

pemilik tanah yakni pemegang hak mi
atas tanah.

(2) Hak sewa atas hanya boleh dilakukan un
keperluan bangunan.

Pasal 91
(1) Pemegang tanah hak berhak menyewal
tanah haknya.

keperluan bangunan.

ik mempunyai hak sewa atas tanah, apal

ia berhak mempergunakan tanah h

(2) Hak sewa atas hanya dilakukan untutanah. Dalam kaitan dengan hak-hak atas t3

kbahwa yang bisa menyewakan memang b
hanyalah pemilik sebuah benda/barang terma

itu juga sebuah kepemilikan, yaitu kepemilk
ulmek-hak atas tanah. Dimana dalam UU
vidisebutkan ada lima macam tanah hak yaitu
akiilik, HGU, HGB, HPakai dan Hak Sewa untt

tuk orang lain untuk keperluan bangun
dengan membayar kepada pemilik

nBangunan. Kalau demikian maka pemilik/yal

Dalam hal ini cara berpikirnya harus dirubah,

etul
asuk
anah
an
ini
Hak
Ik

ng

yampunya Hak milik atas tanah, HGU atas tar
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(3) Seseorang atau suatu badan huk

mempunyai hak sewa atas tanah, apabila(i® Idem.

berhak mempergunakan tanah-milik org

um sejumlah uang sebagai sewa.

n@G) Idem.

HGB atas tanah dan HPakai atas tanah harusnya

memiliki kewenangan untuk menyewakan h

atas tanah yang dimilikinya. Hal ini tidak

lain untuk keperluan bangunan, dengan bertentangan dengan asas bahwa yang |bisa
membayar kepada pemiliknya sejumlah menyewakan hanyalah pemilik. Kalau usulan|ini
uang sebagai sewa. diterima justru akan membuka peluang
(4) Idem sebanyak-banyaknya WNI atau orang asing yang
(5) Idem dapat akses terhadap tanah di Indonesia yang
jumlahnya terbatas.
Dengan demikian redaksi ayat (1), (2) dan ((3)
harus diperbaiki.
48 Pemegang hak sewa Pemegang hak sewa Mengingat di depan sudah dikemukanan bahwa
Pasal 92 Pasal 92 sebenarnya tidak perlu dibedakan antara badan
Yang dapat menjadi pemegang hak sewa ialghYang dapat menjadi pemegang hak sewa | hukum privat dan badan hukum publik. Kargna
a. warga-negara Indonesia; ialah: itu nanti akan tampak dalam surat keputusan
b. orang asing yang berkedudukan di Indonesia; warga-negara Indonesia,; pemberian haknya. Ini justru akan memijcu
c. badan hukum privat yang didirikan menurdtb. orang asing yang berkedudukan di polemik, bahwa hak-hak atas tanah di Indonesia
hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; terlalu banyak macam dan rumit, tidak gda
Indonesia; c. badan hukum yang didirikan menurut | kepastian hukum. Dan nantinya akan memakan
d. badan hukum privat asing yang mempunyai hukum Indonesia dan berkedudukan di| biaya yang sangat besar dalam proses
perwakilan di Indonesia. Indonesia; adminsitasi selama masa transisi. Sehingga BPN
d. badan hukum asing yang mempunyai | hanya disibukan persoalan adminsitrasi, tanppa
perwakilan di Indonesia. menyentuh persoalan mendasar dari akses tanah
oleh rakyat miskin.
49 Terjadinya hak sawa Terjadinya hak sewa Konsiten dengan usulan pada pasal 91 di ptas
Pasal 93 Pasal 93 maka, ayat satu pasal ini berubah.
(1) Hak sewa terjadi dengan pemberian olgl) Hak sewa terjadi dengan pemberian oleh
pemegang hak milik dengan akta yang pemegang tanah hak dengan akta yang
dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah. dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah.
(2) Idem. (2) Idem
(3) Idem. (3) Idem
(4) Idem. (4) ldem
50 Jangka waktu hak sewa Jangka waktu hak sewa Pasal ini antara ayat 1 dan 2 terjadi kontradiksi,
Pasal 94 Pasal 94 ayat tidak bisa diperpanjang, pada ayat2 atas
(1) Hak sewa sebagaimana dimaksud dalaf® Hak sewa sebagaimana dimaksud dalasasar kesepakatan dapat diberikan perpanjangan.
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Pasal 93 diberikan untuk jangka wak
paling lama dua puluh tahun dan tidak da|
diperpanjang.
(2) Atas kesepakatan antar pemegang hak g
dengan pemegang hak milik, hak se

dapat diperbarui dengan pemberian hak sewa dengan pemegang tanah hak,

sewa baru dengan akta yang dibuat g
pejabat pembuat akta tanah dan hak ters
dapat didaftarkan.

tu Pasal 93 diberikan untuk jangka wak
pat paling lama dua puluh tahun daidak

ewa atas tanah yang menjadi induknya.
W@) Atas kesepakatan antar pemegang

leh sewa dapat diperpanjang dengan ak
ebut yang dibuat oleh pejabat pembuat ak

boleh lebih dari sisa jangka waktu hakperpanjangan,

tanah dan hak tersebut dapat didaftarkarmendirikan bangunan, maka pasal 94 diru

cukup, dapat saja hak
tentu dengan kesepak
pemegang tanah hak dengan pemegang
nalewa.

hak

taepanjang peruntukan tanah hak tadi bisa u

t$epanjang tanah hak jangka waktunya masih
sewa diberikan

atan
hak

t&ejalan dengan tanah hak dapat disewakan

ntuk
bah

sepanjang jangka waktunya masilsedemikian.
mencukupi.
51 Hak dan kewajiban pemegang hak sewa Hak dan kewajiban pemegang hak sewa
Pasal 95 Pasal 95

(1) Idem. (1) Idem.

(2) Atas persetujuan tertulis dari pemilik tanal2) Atas persetujuan tertulis dari pemegahg
pemegang hak sewa berhak memindahkan tanah hak, pemegang hak sewa berhak
hak tersebut kepada pihak lain. memindahkan hak tersebut kepada pihak

lain.
52 Pasal 96 Pasal 96

Pemegang hak sewa berkewajiban: Pemegang hak sewa berkewajiban:

a. membayar uang sewa kepada pemilik tapah membayar uang sewkepada pemegang
sesuai perjanjian pemberian hak sewa; tanah hak sesuai pjnjian pemberian

b. Idem; hak sewa;

c. Ildem;; b. Idem;

d. menyerahkan kembali tanah yang diberikan Idem:;;
dengan hak sewa kepada pemegang |hdk menyerahkan kembali tanah yahg
milik sesudah hak sewa tersebut hapus; diberikan dengan hak sewa kepdda

pemegang tanah hak sesudah hak sewa
tersebut hapus;
53 Hapusnya hak sewa Hapusnya hak sewa

Pasal 98
(1) Hak sewa hapus karena:
a. ldem;
b. dibatalkan oleh pemegang hak mi

Pasal 98
(1) Hak sewa hapus karena:
a. ldem.;

ik b. dibatalkan olehpemegang tanah ha

sebelum jangka waktunya berakh

ir, sebelum jangka waktunya berakh

~

ir,
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karena:

1) Idem; atau

2) tidak dipenuhinya syarat-syarat
atau kewajiban-kewajiban yarg
tertuang dalam perjanjian
pemberian hak sewa antara

pemegang hak sewa dan pemegang
hak milik; atau
3) Idem;

c. Idem. dst.

karena:

1) Idem; atau

2) tidak dipenuhinya syarat-syarat atau
kewajiban-kewajiban yang tertuang
dalam perjanjian pemberian hak seva

an

antara pemegang hak sewa (
pemegang tanah haktau
3) Idem;
c. ldem; dst
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Hak Pakai untuk Pemerintah

pada proses terjadinya, surat keputusan
pemberian haknya dan pendaftaran tanhanya

55

Hak Pengelolaan

Sangat baik untuk diatur dalam UU ini

56

a.
b.

Hak dan kewajiban pemegang hak

pengelolaan
Pasal 117
Pemegang hak pengelolaan berhak:
Idem; a.
Idem; dan b.
menyerahkan bagian-bagian dari tanah |itu

C.

kepada pihak ketiga menurut persyaratan
yang ditentukan oleh pemegang hak
pengelolaan tersebut, yang meliputi segi-gegi
peruntukan, penggunaan, jangka waktu gdan
keuangannya, dengan ketentuan bahwa
pemberian hak atas tanah kepada pihak
ketiga yang bersangkutan dilakukan oleh
pejabat-pejabat yang berwenang, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pemegang hak pengelolaan berhak:

Hak dan kewajiban pemegang hak
pengelolaan
Pasal 117

Idem;
Idem;
menyerahkan bagian-bagian dari tanah

kepada pihak ketiga menurut persyaratatengan hak milik, hak guna bangunan, dan
yang ditentukan oleh pemegang hagakai (Permendagri No 5/1974 jo. No 1/1977)

pengelolaan tersebut, yang meliputi s€
segi peruntukan, penggunaan,
waktu dan  keuangannya,

ketentuan bahwa pemberian hak 4
tanah kepada pihak ketiga

bersangkutan dilakukan oleh pejabptwujudnya melalui
pejabat yang berwenang, sesuai dengpamerintah (PERUMNAS) yang bisa mengug
intgnah dengan hak pengelolaan. Dari sitU
masyarakat miskin bisa mendapatkan peruma

peraturan  perundang-undangan Y4

berlaku; dan

yangidak didukung oleh pemerintah. Salah s
pemumal

secara tegas disebutkan dalam pasal
meskipun di beberapa pasal sudah menyebu
(yaitu HGB dalam pasal 52, 56 (2); HPa

itang ada di atas hak pengelolaa dapat diber

gbementara dalam UU ini, hak milik atas tar

jangkidak diatur. Bagaimanakah dengan progrn
dengapemerintah untuk menydiakan tanah pemukir

tasinimal 200m2 untuk setiap keuarga, kal

perusahaan

Tidak ada komentar, karena lebih baik hak pakai
tidak dibedakan antara HPakai untuk pemerintah
dan non-pemerintah. Karena nanti akan tampgak

Hak atas tanah yang dapat diberikan di atas
tanah hak pengelolan, demi kepastian harus

ini,

tkan

al

dalam pasal 74 (2), 78 (2)). Dalam ketentuan
ikan
hak

ah

atu
nan
sai
lah
ihan

Pihak ketiga bisa diberikan hak ata

aglengan status tanah hak milik.
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tanah dengan hak milik, HGB dg
HPakai.

nSangat setuju

diberikan kepada badan hukum publik. Nan

jika hak pengelolaan hanya

un

bagaimana dengan yang sudah ada selama ini.

Artinya dalam UU ini harus adaaturan
peralihannya.
Maka pasal ini diusulkan agar hak milik ju

bisa diberikan di atas hak pengelolaan.
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@
(2
®)

(4)
©)

Pasal 121

Hapusnya hak pengelolaan sebagaimaria) Hapusnya hak pengelolaan sebagaima
dimaksud dalam Pasal 120 mengakibatkan dimaksud dalam Pasal 120 mengakibat

tanahnya menjadi tanah negara.

Idem.

Dalam hal bangunan dan benda-be
sebagaimana dimaksud dalam ayat

masih diperlukan, kepada bekas pemegar{g) Idem
eh(3) dihapus

haknya diberikan  kompensasi ol
pemerintah.
Idem

Idem.

Pasal 121

tanahnya menjadi tanah negawaguali

(1) jangkawaktunya.

(4) Idem
(5) Idem

bagian-bagian tanah yang diberikan padasudah hapus.
nda pihak ketiga, ditunggu sampai habis

Disini perlu ada perlindungan hukum bagi wa
anasyarakat yang memperolah tanah diatas t
drak pengelolaan yang sudah hapus. Untuk

ja

ga
anah

itu

perlu ada pengecualian, meskipun hak induknya

Untuk kompensai-kompenasi harusn
ditiadakan, bukannya para pemegang hak
tanah sudah mengetahui jangka
berakhirnya hak.
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KETENTUAN PIDANA
Pasal 123

Barangsiapa dengan sengaja melang
ketentuan dalam Pasal 26 huruf c, Pasa
ayat (1) huruf f, Pasal 61 huruf d, Pasal
huruf d, Pasal 107 huruf d, dan Pasal !
huruf d dipidana dengan kurungan selal
lamanya enam bulan dan/atau def
setinggi-tingginya enam juta rupiah.

KETENTUAN PIDANA
Pasal 123

ga)n Barangsiapa dengan sengaja melang
41 ketentuan dalanfPasal 26 huruf a, c,dal
83 g, Pasal 41 ayat (1) huruf b,c d, e, f, g,
118 i, dan k, Pasal 61 huruf b, c, d, e, f, d
na- h, Pasal 83 huruf b, c, d, e, f, Pasal
nda ayat (2),Pasal 107 huruf d, dan Pasal 1
huruf d dipidana dengan kurung
selama-lamanya enam bulan dan/a
denda setinggi-tingginya enam juy

nOleh karenanya diperlukan

amelakukan
Bienyerahkan sertifikat yang sudah habis jan|

amdalah sanksi. Oleh karena itu perlu ditam

rupiah.

Terkait dengan pengalaman selama ini, ba
sukar diharapkan orang yang dirugikan/mer
gantuk melakukan sesuatu perbuatan/tindak
instrumen/sar

ya
atas
waktu

nwa
asa

an.

ana

lagar orang yang merasa dirugikan itu mau

suatu tindakan, misaln

1®aktunya ke Kantor Pertanahan. Instrumen

tdewajiban-kewajiban hak vy4d

tanengandung sanksi

pemegang
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